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ABSTRAK 
Tindakan instrumental dalam ranah kajian filsafat, menunjukan adanya upaya pengobjektivikasian 
terhadap seseorang yang disasar sebagai objek penelitian. Hukum Pidana sebagai suatu ramifikasi 
Ilmu Hukum mengalami upaya-upaya untuk menampilkan dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang 
bersifat imstrumental. Interpretasi terhadap perilaku dalam simulacra sangat bersifat atomistis logis, 
sehingga ketertujuan dari hukum pidana dalam menjalankan fungsinya, tidaklah meletakkan 
masyarakat ke dalam suatu kehidupan yang beradab, namun justru lebih mengarah kepada masyarakat 
yang punitive. Lantas, bagaimanakah seharusnya aparat penegak hukum bereaksi terhadap ekstasi 
komunikasi dalam simulacra tersebut? Guna menjawab permasalahan tersebut, Peneliti menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif—sebagai konsekuensi Ilmu Hukum sebagai sui generis, namun 
demikian, Peneliti menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu pendekatan filsafat, pendekatan 
bahasa, pendekatan komunikasi, pendekatan konseptual, dan pendekatan kritis. Sehingga, akan 
mencegah atas keterlepasan hukum pidana dalam kaitannya dengan fungsi sosial dan sifat 
keilmiahannya.  
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I. PENDAHULUAN 
Adalah hal yang sangat mengagetkan dan sangat mengkuatirkan bagi setiap orang yang berpikir secara 
radikal dan mendalam, ketika membaca dan bahkan mendengarkan langsung ungkapan dari Muladi (dalam 
makalah, 2019) dalam sebuah acara seminar hukum, dimana Beliau yang memberikan kesimpulan 
“Kecenderungan universal  untuk mengatur pertangungjawaban pidana  korporasi secara umum dan 
menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana di samping manusia alamiah, sekalipun polanya 
berbeda-beda, merupakan refleksi kebijakan “untuk meningkatkan peran instrumental hukum pidana” untuk 
menanggulangi berbagai tindak pidana  yang semakin melibatkan Korporasi, baik yang diatur di luar maupun 
di  dalam KUHP.” Ungkapan tersebut menggunakan kata ‘instrumental’ dalam pola kerja hukum pidana, 
merupakan hal yang seharusnya dapat dipikirkan secara mendalam.  
Kata ‘instrumental’ tersebut, menunjukan adanya suatu pola tindakan yang terukur dan sistematis serta 
aplikatif. Instrumental sebagai suatu tindakan, pula menunjukan adanya suatu logika monolog yang 
dikedepankan. Maka, Hukum Pidana akan berhubungan dengan para pihak melalui media bahasa dan 
komunikasi, pula dengan logika monolog. Oleh karena itu, setiap orang yang ‘ditarik’ dalam proses 
pemeriksaan perkara pidana guna kepentingan Berita Acara Pemeriksan (BAP), tidak lain hanyalah sekedar 
menjadi objek pemberian bahan keterangan kepada Pemeriksa.  
Tindakan instrumental dari Hukum Pidana tersebut, pada akhirnya justru merupakan mekanisme utama 
dalam menelaah setiap perilaku masyarakat yang disertai pereduksian makna yang utuh dari setiap perilaku. 
Permasalahan yang saat ini menjadi ‘trending topic’ adalah berkaitan dengan bagaimana suatu perbuatan 
berupa tindak tuturan melalui media sosial sebagai suatu tindak pidana penghinaan berbasis digital, atau 
bagaimana suatu klaim kebenaran dalam tindak tuturan sebagai suatu hoax dan merupakan tindak pidana. 
Kedua persoalan tersebut, memperoleh legitimasi semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11/2008), yang kemudian diamandemen 
melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 (UU No. 16/2018). Legitimasi kekuasaan dalam memproses 
perbuatan ekstasi komunikasi tersebut, kembali diperkuat dengan munculnya Surat Edaran Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE No. 06/X/2015). 
Hingga saat ini, masih merupakan suatu ambiguitas makna apaka setiap hoax merupakan ujaran kebencian 
ataukah antara ujaran kebencian dan hoax merupakan dua hal yang berbeda? Dimana semenjak munculnya SE 
No. 06/X/2015 yang didukung oleh UU No. 11/2008 jo UU No. 16/2018 dan KUHP menjadikan pola-pola 
argumentasi berbasis kepada interpretasi bahasa dalam fungsi afektif. Begitu banyak tindak tuturan dalam 
dunia simulacra berujung kepada pelaporan kepolisian dan bahkan beberapa kasus muncul tanpa pelaporan.  
Semenjak kemuncullan UU No. 11/2008 hingga UU No. 19/2016, telah banyak ‘korban’ yang dijerat 
dengan pidana, khususnya melalui Pasal 27 ayat (3) UU No. 11/2008 jo. UU No. 19/2016, antara lain pertama 
adalah seorang wartawan bernama Iwan Piliang, rentang waktu November 2008, diduga mencemarkan nama 
baik seorang anggota DPR melalui tulisannya di internet dan dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11/2008; 
kedua, Erick J. Ardiansjah, rentang waktu November 2008, seorang Account Executive Equity di Bahana 
Securities di Jakarta, yang menyampaikan informasi terbatas non-konfirmasi kepada kliennya yang kemudian 
beredar di Mailling List, maka Erick ditahan Unit V Cyber Crime Mabes Polri  karena dianggap melanggar 
UU No. 11/2008, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat 1 (penyebaran berita bohong melalui sistem 
elektronik).  Erick diskors dari perusahaannya dan pemeriksaan kasus masih berjalan; ketiga, Prita Mulyasari, 
rentang waktu Agustus 2008 – sekarang, yang menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit 
Omni Internasional. Prita dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11/2008, dengan sanksi pidana penjara 
maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 milyar rupiah; keempat, Nur Arafah/Farah, rentang waktu Juli 
2009 – sekarang, seorang pelajar SMA, yang melakukan caci maki melalui facebook, dan sekarang masih 
diperiksa dengan di jerat Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP serta dipertimbangkan untuk dijerat dengan Pasal 27 
ayat (3) UU No. 11/2008; kelima, Luna Maya, Artis, rentang waktu Desember 2009, mencaci maki pekerja 
infotaiment melalui jejaring sosial Twitter, dan telah dilaporkan dengan Pasal 27 UU No. 11/2008 (Marbun & 
Anggraeni, 2019), dan keenam, seorang Ibu Rumah Tangga yang memposting melalui media sosial mengenai 
kejadian penculikan anak, yang ternyata berita tersebut adalah tidak benar (jambi.tribunnews.com, 2018); serta 
ketujuh, kisah seorang ibu rumah tangga di Kota Malang dipanggil polisi karena mengunggah kabar hoax 
tentang postingan penculikan anak di akun media sosialnya (news.detik.com, 2018). Fenomena tersebut masih 
sebahagian yang Peneliti tampilkan. 
Perdebatan antara ujaran kebencian dan hoax semakin meruncing ketika bangsa Indonesia mendekati pesta 
demokrasi yaitu pemilihan umum, bahkan suasan memanas melalui media sosial masih sangat terasa. Keadaan 
memanas tersebut direspon sangat reaktif oleh Pemerintah dengan menerbitkan Keputusan Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim 
Asistensi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
(PERMENKOPOLHUKAM No. 38/2019). Yang menarik dalam peraturan tersebut adalah munculnya 
beberapa nama Guru Besar dari berbagai Universitas/Perguruan Tinggi di Indonesia, termasuk salah satunya 
adalah Prof. Muladi sendiri sebagai penggagas ide ‘kebijakan hukum pidana secara instrumental’. 
Namun, hal yang paling menarik untuk dicermati adalah fokus utama dari PERMENKOPOLHUKAM No. 
38/2019 adalah berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu “melakukan kajian dan asistensi 
hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca pemilihan umum serentak tahun 2019 untuk 
menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum.” 
Kedua realitas di atas, nampak bagi kalangan hukum merupakan dua hal yang berbeda. Namun demikian, 
keduanya nampak jelas dikaitkan dengan 4 (empat) instrumen yaitu ucapan, tindakan, penegakan hukum, dan 
media—baik media massa maupun media sosial.  
 
II. PERMASALAHAN  
Kepastian hukum, tidaklah hanya dimaknai sebagai suatu konsistensi dan predikbilitas dalam implementasi 
hukum, namun pula konsistensi dalam menerapkan konsep dan asas hukum berdasarkan porsinya. Penerapan 
konsep-konsep dan asas-asas hukum tersebut, mengalami pereduksian makna semenjak dikumandangkannya 
upaya-upaya pemurnian ilmu pengetahuan—termasuk hukum di dalamnya. Sehingga, menurut Saya, 
seringkali memaknai suatu perbuatan melalui instrumen hukum pidana, sama sekali lepas dari konteks 
sosialnya. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi sesuatu hal yang urgent untuk kita mempermasalahkan 
mengenai “bagaimana model penalaran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam praktik peradilan pidana 
terhadap suatu makna dari ucapan dan tindakan melalui instrumen media massa dan media sosial dikaitkan 
dengan proses penegakan hukum pidana?” 
 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang 
dikumpulkan berdasarkan kegiatan studi kepustakaan. Konsekuensi logis dari penggunaan metode yang 
demikian, maka dapatlah menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan filsafat, pendekatan 
konseptual, pendekatan bahasa, pendekatan komunikasi dan pendekatan kritis. 
 
IV.  PEMBAHASAN 
Sebelum masuk pada pokok pembahasan dalam artikel ini, maka Saya merasa perlu untuk menjelaskan 
terlebih dahulu beberapa konsep yang memang terdengar asing bagi kalangan akademisi dan praktisi Hukum 
Pidana, sehingga kerapkali ditolak dengan alasan yang common sense bahwa konsep tersebut bukanlah dari 
Ilmu Hukum. Penolakan terhadap konsep-konsep non-hukum tersebut, sebenarnya merupakan hal yang 
menarik pula untuk dikaji dan ditelaah. Namun, yang terlebih dahulu hendak Saya uraikan adalah konsep-
konsep yang berkaitan dengan konsep instrumental, konsep ektasi komunikasi, konsep simulacra, konsep relasi 
kuasa-pengetahuan, dan konsep relasi pengetahuan-kepentingan. 
Konsep mengenai ekstasi komunikasi dan simulacra merupakan suatu konsep yang dicetuskan oleh Jean 
Baudrillard dalam kaitannya dengan metode pembacaan terhadap dunia sosial kemasyarakatan dewasa ini. 
Menurut Jean Baudrillard bahwa ‘simulacra’ tersebut menyerupai suatu bentuk mekanisme yang menggejala 
dan meluas yang pada saat ini dikendalikan oleh kode, guna menjelaskan kerumitan suatu fenomena relasi 
antara tanda, citra, dan realitas (Piliang, 2003). Pandangan Jean Baudrillard tersebut, merupakan hasil 
interpretasi yang berasal dari pengaruh Saussure dalam bahasa struktural. Dimana menurut Ferdinand de 
Saussure, tanda sebagai pertemuan antara bentuk (yang tercitra dalam kognisi seseorang) dan makna (isi, yakni 
yang dipahami manusia pemakai tanda). Saussure menggunakan istilah signifiant (signifire: penanda) untuk 
segi bentuk suatu tanda, dan (signified: petanda) untuk segi maknanya yang didasari oleh konsensus umum 
dalam realitas sosial (Hoed, 2014). Kerumitan dalam memahami tanda-penanda-petanda tersebut, kemudian 
dijelaskan oleh Ishtla Singh, bahwa yang kita tangkap bukanlah benda (tanda/sign) nya namun konsep/ide 
(petanda/Signified) tentang bentuk/tanda (sign) itu sendiri. Singh menjelaskan bahwa suatu konsep 
(petanda/Signified) merupakan persepsi dalam benak tentang sesuatu yaitu ide tentang bentuk/tanda (sign) yang 
ditampilkan dalam benak. Beranjak dari pandangan Saussure tersebut, maka kita tidak bisa menangkap realita 
secara langsung, melainkan hanya bisa menafsirkan realita melalui pancaindera dimana hasil dari penafsiran 
terhadap realita tersebut akan berupa konsep (petanda/signified) dalam benak (Thomas & Wareing, 2007). 
Bertitik tolak dari teori yang dikemukakan oleh Saussure tersebut, Baudrillard dalam menciptakan 
kajiannya mengenai ‘simulacra’ tersebut didasarkan kepada pembalikan pandangan dari Marx yang fokus 
kepada moda produksi menjadi moda konsumsi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Baudrillard menerima 
konskuensi radikal tentang yang dilihatnya sebagai sangat merasuknya kode/tanda (sign) dalam masa modern 
akhir. Kode/tanda (sign) ini jelas terkait dengan komputerisasi dan digitalisasi, juga cukup mendasar dalam 
fisika, biologi, dan ilmu-ilmu alam lainnya dimana Baudrillard memberi kesempatan berlangsungnya 
reproduksi sempurna dari suatu objek atau situasi; inilah sebabnya kode/tanda (sign) bisa mem-by pass sesuatu 
yang nyata dan membuka kesempatan bagi munculnya realitas yang disebut ‘hiper-realitas’ (Lechte, 2001). 
Moda konsumsi tersebut, menurut Jean Baudrillard, telah menjadi landasan utama dalam tatanan sosial. 
Baudrillard (2010) menjelaskan bahwa objek konsumsi membentuk sistem klasifikasi dan bahwa objek 
tersebut ikut berpengaruh dalam pembentukan perilaku. Terhadap hal tersebut, Baudrillard menjelaskan bahwa 
saat ini kita berada dalam era simulasi, di mana tanda tidak lagi mewakili realitas, namun menciptakan realitas 
kita. Budaya komoditas kita yang didorong oleh media merupakan salah satu aspek simulasi tempat kita hidup. 
Lingkungan tiruan memberitahu kita apa yang harus dilakukan, sehingga lingkungan tersebut membentuk 
selera, pilihan, kesukaan, dan kebutuhan kita (Littlejohn & Foss, 2009). 
Dunia simulasi (simulacra) yang demikian itu kemudian bersinggungan pula dengan dunia komunikasi 
melalui media sosial. Bertitik tolak dari istilah yang dikemukakan Jean Baudrillard yaitu ‘hiper-realitas’, Jean 
Baudrillard, menggunakan istilah hiper-realitas (hyper-reality) untuk menjelaskan kondisi realitas 
(komunikasi) yang ‘melampaui’ ini, yang dicirikan oleh berbagai bentuk perekayasaan, dan distorsi makna di 
dalam komunikasi, yang menciptakan semacam ‘hiper-realitas komunikasi’ (hyper-reality of communication). 
Hiper-realitas komunikasi menciptakan satu kondisi komunikasi, yang di dalamnya kesemuanya dianggap 
lebih nyata daripada kenyataan; kepalsuan dianggap lebih benar daripada kebenaran; isu lebih dipercaya 
ketimbang informasi; rumor dianggap lebih benar ketimbang kebenaran. Antara kebenaran dan kepalsuan, 
antara isu dan informasi, antara simulasi dan realitas di dalam hiperrealitas komunikasi tidak dapat lagi 
dibedakan (Piliang, 2001). Sehingga, dalam hiper-realitas tersebut menjadikan subjek-subjek yang 
terkondisikan dan dibentuk oleh kode/tanda, berkomunikasi tidak lagi memperhatikan atau bahkan mungkin 
sudah tidak mengenal pembeda antara ruang publik dengan ruang privat. Dengan demikian, suatu hyper-reality 
of communication dalam simulacra (dunia simulasi/tidak nyata) itulah yang kemudian dikenal dengan istilah 
‘ekstasi komunikasi’. 
Jika, simulacra memiliki keterkaitan dengan ekstasi komunikasi, maka suatu komunikasi tersebut 
merupakan suatu konstruksi sosial dari suatu kegiatan yang dinamakan tindak tuturan. Permasalahannya adalah 
tindak tuturan tersebut dalam media sosial ataupun media massa elektronik telah terjadi reduksi makna—
kerapkali, dalam bentuk bahasa tertulis.  
Kata-kata yang kita ucapkan adalah simbol dari pengalaman mental kita, dan kata-kata yang kita tulis 
adalah simbol dari kata-kata yang kita ucapkan itu. Sebagaimana seseorang tidak mempunyai kesamaan bahasa 
tulisan dengan orang lain, maka demikian pula ia tidak mempunyai kesamaan bahasa ucapan dengan yang lain. 
Akan tetapi, pengalaman-pengalaman mentalnya yang disimbolkan secara langsung itu adalah sama untuk 
semua orang, sebagaimana juga pengalaman-pengalaman imajinasi kita untuk menggambarkan sesuatu. 
Sehingga, menurut E. Sumaryono (1999), tidak ada satupun manusia yang mempunyai, baik bahasa tulisan 
maupun bahasa lisan, yang sama dengan yang lain. Bahasa sebagai sarana komunikasi antar individu dapat 
juga tidak berarti sejauh orang yang satu berbicara dengan yang lain dengan bahasa yang berbeda. Bahkan 
pengalihan arti dari bahasa satu ke bahasa yang lain juga dapat menimbulkan banyak masalah. Kesulitan itu 
akan muncul lebih banyak lagi jika manusia saling mengkomunikasikan gagasan-gagasan mereka dalam 
bahasa tertulis. Kesulitan tersebut berlaku sama dengan transformasi dari ekspresi ke dalam bahasa tulisan. 
Lebih lanjut E. Sumaryono (1999) menjelaskan bahwa apabila eksepresi oral tersebut ditulis, maka akan 
timbul berbagai komplikasi atau keruwetan. Jadi, dari buah pikiran ke ekspresi oral dan dari ekspresi oral ke 
tertulis terdapat perbedaan ekspresional yang cukup mencolok. Demikian pula dengan pengalaman mental, 
sebuah pengalaman mental atau konsep atau gambaran (image) pada dasarnya kaya akan corak dan warna, dan 
mempunyai nuansa yang berkeanekarahgaman. Namun, kekayaan dan keanekaragaman tersebut tidak dapat 
dicakup seluruhnya oleh sebuah kata atau ekspresi (ungkapan) yang membawa makna yang definitif dan khas. 
Kekayaan pengalaman kita akan menjadi miskin (minim) atau kerdil bila hal itu sudah terungkap dalam 
ucapan ataupun tulisan. Bila kita berbicara, maka kata-kata yang kita ucapkan itu pada dasarnya lebih sempit 
bila dibandingkan dengan buah pikiran atau pengalaman kita. Bila kita menuliskannya, maka kata-kata yang 
tertulis itu juga menjadi lebih sempit artinya. Penegasan dari E. Sumaryono tersebut hendak menyampaikan 
kepada kita dimana telah terjadi penurunan kualitas makna yang terungkap berawal dari buah pikiran dan 
pengalaman menuju kata-kata dan berakhir menjadi tulisan. Hal yang diungkapkan oleh E. Sumaryono tersebut 
mengandung makna bahwa tulisan merupakan cerminan buah pikiran dan pengalaman dalam tataran terendah 
dalam memberikan penjelasan dan pemahaman, sehingga membutuhkan interpretasi lebih lanjut. Dengan 
demikian, interpretasi gramatikal merupakan interpretasi yang tidak dapat berdiri sendiri karena akan 
kehilangan makna yang sesungguhnya. 
Persoalan ucapan dan tindakan dalam mekanisme tindak tuturan tersebut justru menemukan kompleksitas 
kerumitannya sendiri, ketika diprediksi oleh Saussure, bahwa akan munculnya kesalahan-kesalahan dalam 
memahami transformasi bahasa. Maka, kita kembali kepada konsep awal yang diperkenalkan oleh Saussure 
jika berkaitan dengan bahasa, yaitu langue dan parole. Menurut Saussure, jika langue adalah pengetahuan 
tentang sistem bahasa yang bersifat sempurna dalam benak kita, namun dalam praktiknya, terkadang terjadi 
penyimpangan dari sistem bahasa sempurna tersebut, yang dikenal dengan istilah parole. Dimana parole, 
merupakan cara kita menggunakan bahasa dalam realitas, termasuk di dalamnya juga kesalahan-kesalahan 
yang dibuat ketika kita bingung dan salah ucap ketika berbicara (Thomas & Wareing, 2007). 
Permasalahannya adalah bagaimana suatu mekanisme penegakan hukum pidana jika dikaitkan dengan 
ucapan (tindak tuturan) dalam bentuk parole tersebut? Disinilah kemudian muncul persinggungan antara kajian 
bahasa, komunikasi dan hukum—khususnya dengan hukum pidana. 
Suatu proses penegakan hukum, pada dasarnya, sangat berkaitan erat dengan model paradigma dalam 
mengkonstruksikan pola-pola penalaran dan argumentasi hukum. Dimana, suka atau tidak suka, diakui atau 
tidak diakui, pola-pola penalaran dan argumentasi hukum di Indonesia dihegemoni dan didominasi oleh 
paradigma Positivisme Hukum yang mendapat pengaruh—dalam konteks mekanisme pembuktian ilmiah, dari 
paradigma Positivisme Logis dari Lingkaran Wina. Maka, filsuf Wittgenstein merupakan tokoh utama yang 
pemikirannya dalam Tractatus Logico-Philosophicus dan dikenal pula sebagai Wittgenstein I—walaupun 
dalam bukunya yang berjudul Philosophical Investigation atau dikenal pula dengan nama Wittgenstein II 
seolah-olah membantah apa yang telah dikemukakan dalam Tractatus (Wittgenstein I), menjadi tonggak utama 
dalam membuktikan keteraturan bahasa dan logika.  
Positivisme Logis berpendapat bahwa filsafat harus mengikuti rigoritas yang sama dengan sains. Karena 
itu, Positivisme Logis harus dapat memberikan kriteria yang ketat untuk menetapkan apakah sebuah pernyataan 
benar, salah, atau tidak memiliki arti sama sekali. Sebuah pernyataan, menurut Positivisme Logis, dapat disebut 
sebagai bermakna jika dan hanya pernyataan tersebut dapat diverifikasi secara empiris berdasarkan 
hubungannya dengan data atau fakta dan juga bisa diterima secara logis (Putro, 2011). Di mana menurut 
Wittgenstein, semua ucapan kita mengandung satu atau lebih proposisi elementer, artinya proposisi yang tidak 
dapat dianalisis lagi. Proposisi elementer tersebut memiliki bentuk yang logis, bukan suatu ucapan konkret. 
Suatu proposisi elementer terdiri dari nama-nama, dan suatu nama menunjuk kepada suatu objek dalam realitas 
(Bertens, 1990). Makna ungkapan tersebut, Wittgenstein mengikuti Russel bahwa bahasa memiliki 
kesepadanan dengan realitas. Sehingga, struktur logis makna bahasa merupakan penggambaran dari struktur 
logis tentang realitas. 
Pandangan-pandangan di atas, dikenal dengan analisis atomistis logis yang kemudian berwujud dalam 
konsep hukum mengenai Keterangan Saksi dan Saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Pasal 1 angka 
27 KUHAP, walaupun semenjak tahun 2010 telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
65/PUU-VIII/2010, namun demikian, konsep hukum Keterangan Saksi dan konsep hukum Saksi tetap 
mendominasi dalam praktik peradilan pidana. Dalam kaitannya dengan hukum pembuktian, secara hegemoni, 
diajarkan kepada setiap mahasiswa Fakultas Hukum mengenai mekanisme analisis pasal-pasal dalam KUHP 
berbasis kepada penguraian unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. 
Pada titik inilah, proses penegakan hukum pidana mengalami keterlemparan (gowerfen-sein) dalam suatu 
realitas penegakan hukum yang memiliki sifat ‘das Ding an sich’, yaitu fenomena apa adanya yang tidak dapat 
diakses untuk dapat dilakukan proses transformasi pemikiran. Sehingga, menurut Widodo Dwi Putro (2011), 
menjadi penyebab bagi para penganut Positivisme Hukum benar-benar menganggap kebenaran Ilmu Hukum 
dan Praktik Hukum telah final pada garis positivisme hukum. Positivisme Hukum yang ingin memurnikan ilmu 
hukum dengan membersihkan dari anasir-anasir non hukum membawa ilmu hukum cenderung mereduksi 
masalah hukum yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanis, dan deterministik sehingga 
melemahkan daya nalar hukum dan antisipasi hukum terhadap perkembangan masyarakat. Ungkapan yang 
sama pula dilontarkan oleh Roeslan Saleh (1983), dimana Beliau memberikan stigma kepada proses peradilan 
pidana hanya merupakan ‘otomatisasi yuridis’.  
Penggunaan parole dalam konteks penegakan hukum pidana, seyogyanya, merupakan penggunaan bahasa 
dalam fungsi afektifnya. Fungsi afektif tersebut, menurut Mawardi dan Siti Sarah (2018), bertujuan untuk 
mengubah dan mengembangkan kepribadian masyarakat agar menaati hukum, meningkatkan kesadaran 
hukum serta bersikap sesuai hukum yang berlaku. Dengan kata lain, bahasa dalam fungsi afektif berkaitan 
dengan penggunaan kekuasaan. Sehingga, bahasa dalam fungsi afektifnya pun berkaitan dengan sikap atas 
bahasa tuturan dari si pemilik kekuasaan tersebut. Jika pemaknaan tersebut Saya tarik kepada pemaknaan 
‘penegakan hukum’, maka kita tentunya teringat kepada makna dari penegakan hukum sebagaimana dijelaskan 
oleh Soerjono Soekanto (2014) bahwa “penegakan hukum” adalah suatu proses yang fokus kepada kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah 
dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 
Kegiatan ‘menyerasikan hubungan nilai-nilai dalam kaidah’ tersebut sebenarnya merupakan kegiatan 
interpretasi atas kaidah (norma) hukum terhadap perbuatan yang vis a vis dengan kaidah (norma) hukum 
tersebut. Maka, kegiatan kognitif interpretatif tersebut, merupakan suatu kegiatan penemuan hukum. 
Sedangkan kegiatan penemuan hukum tersebut selalu diidentikan dengan satu common sense yaitu dilakukan 
oleh petugas-petugas hukum dengan peneliti hukum adalah sifat kekuatan mengikatnya dan ketepatan waktu. 
Penemuan hukum yang dilakukan oleh petugas-petugas hukum (polisi-jaksa-hakim) memiliki kekuatan 
mengikat sebagai hukum sehingga terdapat kewajiban hukum bagi siapapun yang terkena keputusan hukum 
tersebut dan dibatasi oleh waktu yang telah ditentukan dalam aturan-aturan hukum (Sutiyoso, 2012). Yang oleh 
J.A. Pontier (Sidharta, 2008) disebut sebagai tindakan otoritas publik (tindakan pemerintah, 
overheidshandelen) dan merupakan monopoli otoritas publik (overheidsmonopolie) sehingga dapat 
memperoleh bantuan menggunakan kekerasan. 
Apabila di atas telah Saya ungkapkan mengenai pengaruh model analisis atomistis logis terhadap Ilmu 
Hukum, maka kemudian jika dikaitkan dengan model penemuan hukum dalam kerangka kegiatan kognitif 
interpretatif serta fungsi afektif dari bahasa tuturan yang terejawantahkan dalam sikap. Sehingga, tak heran 
ketika pemaknaan terhadap teks otoritatif dalam proses penegakan hukum pidana memunculkan 2 (dua) jenis 
kegiatan yang merupakan satu kesatuan yaitu pengobjektivisasi melalui tindakan instrumental dan 
pengontrolan makna. 
Tindakan instrumental tersebut bermula dari gaya berpikir yang telah diandaikan begitu saja sebagai 
sesuatu yang benar dalam paradigma filsafat modern. Beranjak dari model berpikir bahwa manusia merupakan 
mahluk rasional yang mampu mengatasi alam dan memiliki pusat kesadaran. Maka, manusia mengambil posisi 
sebagai subjek, dan alam diletakan dalam posisi objek (Hardiman, 2009). Model berpikir yang demikian telah 
memunculkan model hubungan dengan logika monolog, lebih lanjut dapat pula kita menjustifikasi bahwa 
model hubungan berbasis kepada oposisi biner (binary opposition) yang hierarkhis dengan menutup pintu 
dialogis rasional. Yang pada akhirnya, pemiliki oposisi biner superior memiliki kekuasaan dalam menciptakan 
makna yang menghegemoni dan mendominasi terhadap oposisi biner yang termarjinalkan. 
Logika monolog yang merupakan dasar dari tindakan instrumental tersebut tidaklah bereksistensi secara 
arbitrer, oleh karena pengaruh dari asas negara hukum yang diamanahkan oleh konstitusi. Artinya, tindakan 
instrumental dalam mengontrol makna dari kaidah (norma) hukum terhadap suatu perbuatan berdasarkan dua 
mekanisme yaitu hegemoni dan dominasi. Sehingga, kegiatan kognitif interpretatif dari Aparat Penegak 
Hukum (APH), menurut Herbert Marcuse (Saeng, 2012), mengabdi kepada kepentingan praksis moral (how to 
run a good life), melainkan menjadi suatu dominasi rasio instrumental. 
Permisalan yang dapat Saya sampaikan adalah kasus seorang Ibu Rumah Tangga yang memposting melalui 
media sosial mengenai kejadian penculikan anak, yang ternyata berita tersebut adalah tidak benar 
(jambi.tribunnews.com, 2018), dan kisah seorang ibu rumah tangga di Kota Malang dipanggil polisi karena 
mengunggah kabar hoax tentang postingan penculikan anak di akun media sosialnya (news.detik.com, 2018). 
Dimana, Penyidik menghilangkan struktur jejaring makna yang membentuk tindakan sebagai wujud konsep 
yang ada dalam benak dari Ibu Rumah Tangga tersebut, yaitu kekhawatiran atas keselamatan anak-anaknya, 
keinginannya melakukan pencegahan (preventif) agar tidak dialami oleh orang-orang yang ia kenal, dan 
kepercayaan terhadap orang yang menyampaikan informasi tersebut. Maka pada kasus tersebut, Aparat 
Penegak Hukum melakukan kegiatan kognitif interpretatif berbasis kepada otoritas secara instrumental dengan 
menggunakan hukum sebagai alat untuk mendominasi dan pengontrolan makna. Sehingga, dalam proses 
penegakan hukum pidana, kekuasaan melalui hukum telah mereduksi seluruh kekayaan makna dalam 
penghayatan terhadap kehidupan yang bermakna (aüsdruck) dari si Terperiksa. 
Pada sisi lain, tindakan instrumental dan pengontrolan makna muncul pula dalam bentuk penciptaan 
pengetahuan sebagai upaya menjustifikasi tindakan pengontrolan makna dengan melakukan kegiatan kognitif 
interpretatif berbasis kepada legitimasi ilmiah-akademik sebagai alat untuk menghegemoni. Dimana suatu 
tindak tuturan, baik yang berupa ucapan maupun tindakan, dikaji dan ditelaah melalui logika hukum sehingga 
terjadi model subsumtif terhadap kaidah (norma) hukum. Permisalannya adalah PERMENKOPOLHUKAM 
No. 38/2019, jika kita perhatikan susunan anggota dari Tim Asistensi Hukum tersebut yaitu (1). Sebanyak 13 
(tiga belas) orang yang diumumkan dan dilekatkan sebagai akademisi baik yang bergelar Profesor (Guru Besar) 
maupun yang bergelar Doktor Ilmu Hukum; dan (2). Sebanyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari instansi 
kekuasaan eksekutif. 
Tentunya menjadi menarik adalah posisi ke-13 akademisi tersebut dalam PERMENKOPOLHUKAM No. 
38/2019, maka memaknainya adalah terletak pada frase “......melakukan kajian hukum......” terhadap frase 
“.......ucapan dan tindakan yang melanggar hukum.......”. Terhadap kedua frase tersebut, Saya kembali teringat 
atas pandangan dari Peter Goodrich yang menjelaskan bahwa bahasa hukum sebagai bahasa yang dapat 
memiliki makna atau arti yang berbeda-beda dan sangat ditentukan oleh konteks sosial (dialog sosial). Bahasa 
hukum menerjemahkan realitas sosial ke dalam peristilahannya sendiri dalam rangka mengontrolnya, sehingga 
terbuka bagi manipulasi yang disengaja, yakni bagi beraneka ragam penggunaan (Susanto, 2010). Sehingga, 
kita dapat memaknai fungsi ke-13 akademisi tersebut adalah memberikan justifikasi keilmuan terhadap ucapan 
dan tindakan yang ‘dianggap’ melanggar hukum untuk diproses secara hukum. 
Tindakan hegemoni yang dilakukan oleh ke-13 akademisi tersebut, tentunya tidak lain merupakan upaya 
untuk mengaburkan munculnya ‘kepentingan’ dalam proses penegakan hukumnya. Maka, pertanyaannya 
adalah dimanakah unsur kepentingannya? Marilah kita perhatikan frase “........ucapan dan tindakan yang 
melanggar hukum pasca pemilihan umum serentak tahun 2019......” Bagi pihak yang berkepentingan, tentu saja 
dapat mengingkari apa yang telah Saya uraikan, sebagaimana ditegaskan oleh Raymond Geuss (2004), bahwa 
tuduhan tersebut akan diingkari secara verbal oleh karena hal-hal tersebut masuk secara tidak sadar ke dalam 
diri mereka. Artinya hal-hal yang bersifat teoretis ketika bertemu dengan kepentingan dalam tataran praktik, 
diarahkan guna melegitimate bahwa ‘seolah-olah’ tindakannya adalah bersifat otonom dan netral. 
Ketidakotonoman dan ketidaknetralan yang terkandung dalam PERMENKOPOLHUKAM No. 38/2019 
berbasis kepada ‘kepentingan’, sebagaimana dijelaskan oleh Jürgen Habermas, bahwa dalam daya kekuatan 
refleksi diri, maka pengetahuan dan kepentingan adalah satu (Hardiman, 2009). 
Kemajemukan akan ragam bahasa dalam realitas (kenyataan) sosial berdasarkan perspektif Hukum Pidana 
merupakan suatu bentuk penyimpangan dan kesalahan dalam berbahasa, secara logika silogisme, sebagai suatu 
perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena, proses penegakan hukum terhadap tindak tuturan dalam 
simulacra, secara arbitrer mereduksi konteks sosial dari diungkapkannya suatu ucapan atau dilakukannya suatu 
tindakan. Bahasa sebagai ‘rumah besar’ bagi seluruh ilmu pengetahuan—termasuk Ilmu Hukum, pula tereduksi 
dengan penggunaan istilah (jargoon) sebagai akibat dari pemurnian ilmu pengetahuan. Sehingga, keragaman 
makna dalam bahasa tuturan dan bahasa tulisan dianggap sebagai suatu hal yang transdental dan tidak 
dipertimbangan dalam kegiatan kognitif interpretasi.  
Pandangan Saya di atas, justru berpijak dari suatu fakta sejarah dalam pembentukan wetboek van strafrecht, 
sebagaimana dikemukakan oleh R. Achmad S. Soema di Pradja (1983), bahwa Pemerintah Belanda sendiri 
mengalami kesulitan untuk menuangkan gagasan pemikiran dalam bentuk tulisan, dikarenakan terbentur 
dengan tata bahasa yang berlaku pada saat itu. Seperti halnya ketika Belanda dalam menyusun dan 
merumuskan pasal-pasal pidana dalam wetboek van strafrecht meminta bantuan dari sarjana ilmu bahasa 
Belanda kenamaan yaitu Prof. M. De Vries.  
Pengabaian atas fakta sejarah dan realitas sosial tersebut, pada akhirnya pemaknaan terhadap ucapan dan 
tindakan yang bersifat hyper-reality communication atau ekstasi komunikasi dalam simulacra berdasarkan 
analisis atomistis logis dalam Ilmu Hukum menyebabkan makna teks yang sudah ada di belakang teks 
semenjak penyusunan norma hukum menjadi terabaikan pula. Namun demikian, pada posisi lainnya adalah 
upaya untuk melegitimasi suatu konteks sosial tertentu berdasarkan justifikasi ilmiah dengan basis 
pengetahuan. Legitimasi konsteks sosial tersebut, pada hakikatnya, merupakan hal yang sama dengan kondisi 
yang pertama, yaitu pengontrolan makna tunggal melalui otoritas (kekuasaan) sebagai pemegang hak absolut 
dalam melakukan penemuan hukum melalui kegiatan kognitif interpretatif.  
 
V.  SIMPULAN 
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapatlah kita tarik suatu kesimpulan terhadap perumusan masalah 
dalam penelitian ini berkaitan dengan model penalaran yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). 
Dimana, sebagai akibat dari upaya pemurnian ilmu hukum yang menolak kajian secara interdisipler dan 
multisipliner, menyebabkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan kegiatan kognitif interpretatif 
berbasis kepada aliran atomistis logis dengan logika instrumental yang bersifat monolog menjadikan proses 
penegakan hukum pidana mengalami keterlemparan (gowerfen-sein) dalam kegiatan pengobjektivikasian. 
Dalam kegiatan objektivikasi tersebut, maka yang tercipta adalah manipulasi berupa kegiatan subsumtif antara 
unsur-unsur pasal sebagai parameter terhadap bagian-bagian dari perbuatan yang telah memperoleh petanda 
(signified) sebagai praanggapan dalam benaknya. Praanggapan yang merupakan pengetahuan latar belakang, 
justru difungsikan sebagai pengetahuan latar depan. Sehingga, model penalaran yang dilakukan oleh Aparat 
Penegak Hukum, baik yang didasarkan melalui mekanisme dominasi maupun yang disadarkan melalui 
mekanisme hegemoni yaitu legitimasi ilmiah, akan selalu diarahkan kepada keterpenuhan kepentingan 
utamanya yaitu pengontrolan makna tunggal.  
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